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ABSTRAK 
Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai utang-
piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah 
mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Peristiwa yang terjadi 
dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang seringkali utang yang wajib 
dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. 
Debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-
piutang yang disepakati tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 
bagaimana proses penyelesaian perkara utang-piutang antara debitur dengan 
kreditur. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif yang 
bersifat deskriptif. Adapun jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer. 
Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan dan 
wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis 
data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 
bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu tanggung 
jawab hukum yang harus diterimanya yaitu debitur dituntut untuk membayar ganti 
rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Majelis Hakim telah 
memperoleh fakta-fakta hukum dan menyimpulkan bahwa terbukti telah terjadi 
peristiwa wanprestasi atas perjanjian utang-piutang, sehingga Majelis Hakim 
dalam perkara ini telah menjatuhkan putusan yang menyatakan menurut hukum 
Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat; menyatakan menurut hukum 
Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi; menghukum Tergugat untuk 
melunasi seluruh hutang beserta membayar bunganya. 
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ABSTRACT 
Borrowing or borrowing activities that are better known as debts have been made 
for a long time in the lives of people who have known money as a major means of 
payment. Events that occur in the execution of debt-settlement agreements often 
owed the obligation to be paid does not run smoothly in accordance with what has 
been promised. The Borrower may be deemed to have defaulted on the agreed 
loan agreements. This study aims to find out how the settlement of debts matters 
between the debtor and the creditor. Research methods use normative approaches 
that are descriptive. The data type consists of secondary data and primary data. 
Technique of collecting data using library study, field study and interview. After 
data is collected then analyzed by qualitative data analysis method. Based on the 
results of the study and discussion it can be concluded that the defaults made by 
the debtor raises a legal liability that must be accepted ie the debtor is required to 
pay compensation for the unfulfilled performance of the debtor. The Judicial 
Council has obtained legal facts and concludes that there has been a prolonged 
occurrence of default on the loan agreements, so the Assembly of Judges in this 
matter has sent a verdict stating that according to the law Defendant has a debt to 
the Plaintiff; Declare under the law Defendants have committed acts of torture; 
Punish the Defendant to settle the entire debt and pay the interest. 
 




Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai 
utang-piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang 
telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Dapat diketahui 
bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan pinjam meminjam uang 
sebagai sesuatu yang sangat diperlukan  untuk mendukung perkembangan 
kegiatan ekonominya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.1 
Perjanjian utang-piutang uang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam-
meminjam, hal ini telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdata 
yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah 
perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain 
suatu jumlah terntentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, 
dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah 
yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.2 
Pengertian perjanjian utang piutang disini merupakan perjanjian antara 
pihak yang satu (kreditur) dengan pihak lainnya yang dalam hal ini adalah pihak 
yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur) dan objek yang diperjanjikan 
pada umumnya adalah uang. Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan 
dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.3 Pada 
dasarnya, perjanjian utang-piutang merupakan persetujuan yang berbentuk bebas. 
Tetapi walaupun berbentuk bebas, terdapat juga pengecualian khusus mengenai 
besarannya bunga yang diperjanjikan. Khusus mengenai besarannya bunga yang 
diperjanjikan mesti dinyatakan secara tertulis (Pasal 1767 ayat 2 KUHPerdata).4 
Perjanjian utang-piutang terdapat unsur pokok yang ada didalamnya yaitu 
sebuah rasa kepercayaan dari pihak kreditur sebagai pemberi utang terhadap 
debitur sebagai penerima utang. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi 
segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitur. 
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 M Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, Hal 1. 
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Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditor bahwa 
utang yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka 
waktu tertentu sesuai kesepakatan.5 
Namun peristiwa yang banyak terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-
piutang seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai 
dengan apa yang telah diperjanjikan. Dalam keadaan yang sedemikian rupa maka 
debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-
piutang yang disepakati tersebut. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau 
keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan 
baik.6 Sedangkan menurut pendapat M Yahya Harahap, pengertian wanprestasi 
merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan 
tidak menurut yang selayaknya diperjanjikan.7Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 
KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia 
dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini 
menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu 
yang ditentukan”. Namun untuk dapat dinyatakan debitur wanprestasi, maka 
harus melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
Dengan demikian proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam 
perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar bahwa debitur telah 
melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang. Jika amar Putusan 
Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.8 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana tanggung 
jawab hukumnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam 
perjanjian utang-piutang? (2) Bagaimana Hakim dalam menentukan pembuktian 
                                                 
5
 Putu Vera Widyantari, 2014, Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan 
Tanah Yang Belum Bersertifikat Sebelum Proses Pendaftaran Jaminan Tanah Selesai Ditinjau 
Dari Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (Tesis Tidak Diterbitkan), Denpasar: Universitas 
Udayana Denpasar, Hal 1. 
6
 J. Satrio, 2012, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi, Bandung: PT 
Citra Aditya Bakti, Hal 2. 
7
M Yahya Harahap, Op.Cit., Hal 60.  
8
 Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 
20 April 2015, Pukul 14.30 WIB. 
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atas perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur? (3) Bagaimana 
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara utang-piutang 
antara debitur dengan kreditur dan bagaimana akibat hukum terhadap putusan 
hakim tersebut? 
Tujuan dari penelitian ini antara lain: (1) Untuk mengetahui tanggung 
jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian 
utang-piutang. (2) Hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara utang-
piutang antara debitur dengan kreditur. (3) Pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhkan putusan atas perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur 
dan bagaimana akibat hukum terhadap putusan hakim tersebut. 
Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diambil yaitu (1) Dapat 
memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, 
khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai perkembangan 
hukum yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara utang-piutang antara 
debitur dengan kreditur. (2) Dapat memberikan pengetahuan, penambahan 
wawasan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan 
pengetahuan hukum mengenai perkembangan hukum yang mengatur tentang 
proses penyelesaian perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur. 
 
2. METODE 
Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 
menggunakan metode normatif. Karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan 
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 
lembaga Negara yang berwenang atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah /norma 
merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.9 
Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelititan deskriptif 
ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, 
dan akurat terhadap suatu obyek tertentu.10 Yang dalam penelitian ini, penulis 
                                                 
9
 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, Hal 118. 
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akan mendeskripsikan mengenai perkembangan hukum yang mengatur proses 
penyelesaian perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur. 
Data-data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Data sekunder yang 
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara 
Kualitatif. Dengan menganalisis data sekunder yang dihubungkan data primer, 
kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta 
menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah 
kesimpulan.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan 
Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang 
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 
45/Pdt.G/2012/PN.Skh, pada intinya Tergugat dinyatakan telah melakukan 
wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya. 
Tergugat mempunyai hutang berupa kekurangan pembelian kertas dan ongkos 
cetak LKS kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh 
juta rupiah). 
Menurut Pasal 1883 KUHPerdata, wanprestasi seorang debitur salah satu 
diantaranya yaitu  Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan 
dilakukannya. Oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tidak membayar 
hutangnya tersebut, Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi. Karena 
masuk sebagaimana kriteria yang telah dijelaskan dalam Pasal 1883 KUHPerdata 
yaitu Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, maka 
debitur harus bertanggung jawab. 
Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu 
tanggung jawab hukum yang harus diterimanya yaitu debitur dituntut untuk 
membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Yang 
menurut Pasal 1243 KUHPerdata, pengertian ganti rugi perdata lebih 
menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, 
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yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak 
debitur yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugian tersebut meliputi: a) Ongkos 
atau biaya yang telah dikeluarkan; b) Ganti kerugian atas kesalahan Tergugat 
(debitur); c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan. 
Atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka dalam putusannya 
Tergugat dijatuhi hukuman harus bertanggung jawab untuk melunasi hutang 
berupa kekurangan pembelian kertas dan ongkos cetak LKS sebesar Rp. 
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sekaligus dan 
seketika serta menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat 
sebesar 6% per tahun dari jumlah hutang pokok Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima 
puluh juta rupiah) dihitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum 
tetap. 
 
3.2 Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Atas Sengketa Wanprestasi 
Dalam Perjanjian Utang-Piutang Antara Debitur Dengan Kreditur 
Penggugat Telah mengajukan gugatan secara tertulis yang didaftarkan 
pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan mengajukan dalil 
gugatan yang pada intinya: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menjalin 
hubungan perjanjian utang-piutang yaitu Tergugat minta kepada Penggugat untuk 
disediakan kertas serta mencetak LKS (Lembar kerja siswa) miliknya, maka sejak 
6 Juni 2009 sampai dengan 12 Agustus 2009 Proyek LKS Tergugat telah 
dikerjakan oleh Penggugat yang sampai sekarang belum terbayar lunas atau masih 
berhutang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu biaya 
pembelian kertas dan ongkos cetak. 
Dalam hal ini Tergugat telah menyampaikan jawaban/bantahan, yaitu yang 
pada intinya sebagai berikut: Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang 
disampaikan Penggugat dalam gugatan, Penggugat dalam mengerjakan proyek 
LKS (Lembar Kerja Sekolah) tersebut telah melewati jatuh tempo, sehingga 
Tergugat mengirimkan hasil pekerjaan Penggugat tersebut kepada pemilik proyek 
menjadi terlambat. Oleh karena melewati jatuh tempo, maka pemilik proyek 
mengembalikan semua hasil pekerjaan tersebut kepada tergugat dan pemilik 
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proyek tidak mau membayar kepada Tergugat. Dengan tidak dibayarnya proyek 
tersebut, maka tergugat menanggung beban kerugian. 
Dengan demikian, berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat 
yang telah didalilkan setelah dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan 
dalam persidangan, baik berupa bukti tertulis maupun bukti saksi. Maka 
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: 1) Benar, antara Penggugat dengan 
Tergugat terjadi hubungan perjanjian utang-piutang, serta dikuatkan dengan bukti 
P-4 yang berupa Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 31 Januari 
2012 yang menyatakan akan membayar hutangnya pada Penggugat. 2) Benar, 
Tergugat belum membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp 350.000.000,- 
(tiga ratus lima puluh juta rupiah). Hal tersebut telah diperkuat keterangan saksi 
yang bernama  G Simon Hariyanto yang pada intinya menyatakan Penggugat telah 
menagih hutang di tempatnya Tergugat sejak Tahun 2010 dan sampai sekarang 
gugatan ini diajukan, utang tesebut belum dibayar. 
Dari fakta-fakta hukum tersebut sehingga dapat diambil Kesimpulan 
Pembuktian yaitu terbukti telah terjadi peristiwa Perbuatan Wanprestasi 
sebagaimana sesuai dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang dilakukan oleh Tergugat. 
Antara Penggugat dengan Tergugat terjadi hubungan perjanjian utang-piutang. 
Akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum membayar hutangnya kepada 
Penggugat sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 
 
3.3 Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perkara Wanprestasi Dalam 
Perjanjian Utang-Piutang Antara Debitur dengan Kreditur Serta Akibat 
Hukum Atas Putusan Tersebut 
Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut diperoleh Fakta-
Fakta Hukum dan Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang hasil 
pembuktian yang pada intinya Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil 
gugatannya. Maka selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan-
pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan 




Bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan 
Tergugat bahwa dinyatakan Tergugat belum melunasi pembayaran uang sejumlah 
Rp. 350.000.000,- ( Tiga ratus lima puluh juta rupiah ) atas kegiatan mencetak 
buku-buku LKS untuk beberapa mata pelajaran sekolah yang dilakukan oleh 
Penggugat. 
Oleh karena Tergugat belum melakukan pembayaran atas biaya cetak 
buku-buku LKS sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), 
maka biaya cetak tersebut berubah menjadi suatu hutang bagi pihak Tergugat 
yang merupakan suatu piutang bagi pihak Penggugat, jadi hubungan hukum 
antara Penggugat dengan Tergugat bukan berawal dari perjanjian hutang piutang 
tetapi tetap awalnya merupakan suatu hubungan hukum berupa kesepakatan kerja 
sama dalam mencetak buku LKS. 
Oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan 
hukum, berarti bahwa hak yang berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-
undang, sehingga apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara suka rela, maka si 
berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim. Bahwa dari kesepakatan kerja 
sama atau proyek yang telah menimbulkan suatu hubungan hukum tersebut yang 
akhirnya terdapat suatu yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merupakan 
kewajiban bagi pihak lainnya untuk memenuhi tuntutan tersebut dan sesuatu yang 
dapat dituntut tersebut yang dinamakan prestasi. 
Mengenai prestasi bagi pihak Penggugat seperti telah dipertimbangkan di 
atas bahwa telah ditemukan fakta hukum yaitu Penggugat telah mencetak buku-
buku LKS untuk beberapa mata pelajaran sekolah sesuai dengan kesepakatan 
kerja sama atau proyek percetakan tersebut, sehingga dengan demikian pihak 
Penggugat telah melaksanakan prestasi atau kewajibannya. 
Selanjutnya mengenai prestasi bagi pihak Tergugat, seperti telah 
dinyatakan di atas bahwa telah terbukti sampai saat ini Tergugat belum membayar 
kepada Penggugat atas uang biaya cetak buku-buku LKS beberapa mata pelajaran 
untuk sekolah dengan nilai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta 
rupiah), sehingga dengan demikian telah terbukti pihak Tergugat belum 
melaksanakan prestasi dalam usaha kerja sama atau proyek tersebut. Oleh karena 
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telah terbukti pihak Tergugat belum melaksanakan prestasinya, maka pihak 
Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. 
Karena telah dinyatakan di atas bahwa Tergugat telah melakukan 
perbuatan wanprestasi karena sampai saat ini belum membayar hutang kepada 
Penggugat tersebut, dari perbuatan Tergugat menimbulkan suatu tanggung jawab 
hukum untuk mengganti kerugian hutang Penggugat. 
Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan ini Majelis 
Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan gugatan 
Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan menurut hukum Tergugat mempunyai 
hutang berupa kekurangan pembelian kertas dan ongkos cetak LKS kepada 
Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah); 3) 
Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi; 4) 
Menghukum Tergugat untuk melunasi hutang berupa kekurangan pembelian 
kertas dan ongkos cetak LKS sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta 
rupiah) kepada Penggugat sekaligus dan seketika; 5) Menghukum Tergugat untuk 
membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6% per tahun dari hutang yang 
berupa kekurangan pembelian kertas dan ongkos cetak LKS sebesar Rp. 
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dihitung sejak putusan tersebut 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 6) Menghukum Tergugat untuk membayar 
biaya yang timbul dalam perkara. 
 
4. PENUTUP 
4.1  Kesimpulan 
Pertama, Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan 
Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang. Berdasarkan Putusan Pengadilan 
Negeri Sukoharjo Nomor: 45/Pdt.G/2012/PN.Skh, pada intinya Tergugat 
dinyatakan telah melakukan wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya 
untuk membayar hutangnya. Tergugat mempunyai hutang berupa kekurangan 
pembelian kertas dan ongkos cetak LKS kepada Penggugat sebesar Rp. 
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 
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Atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka dalam putusannya 
Tergugat dijatuhi hukuman harus bertanggung jawab untuk melunasi hutang 
berupa kekurangan pembelian kertas dan ongkos cetak LKS sebesar Rp. 
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sekaligus dan 
seketika serta menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat 
sebesar 6% per tahun dari jumlah hutang pokok Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima 
puluh juta rupiah) dihitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum 
tetap. 
Kedua, Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Atas Sengketa 
Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang Antara Debitur Dengan Kreditur. 
Berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang telah didalilkan 
setelah dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, baik 
berupa bukti tertulis maupun bukti saksi. Maka ditemukan fakta-fakta hukum 
sebagai berikut: 1) Benar, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi hubungan 
perjanjian utang-piutang, serta dikuatkan dengan bukti P-4 yang berupa Foto copy 
Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 31 Januari 2012 yang menyatakan akan 
membayar hutangnya pada Penggugat. 2) Benar, Tergugat belum membayar 
hutang kepada Penggugat sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta 
rupiah). Hal tersebut telah diperkuat keterangan saksi yang bernama  G Simon 
Hariyanto yang pada intinya menyatakan Penggugat telah menagih hutang di 
tempatnya Tergugat sejak Tahun 2010 dan sampai sekarang gugatan ini diajukan, 
utang tesebut belum dibayar. 
Dari fakta-fakta hukum tersebut sehingga dapat diambil Kesimpulan 
Pembuktian yaitu terbukti telah terjadi peristiwa Perbuatan Wanprestasi 
sebagaimana sesuai dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang dilakukan oleh Tergugat. 
Antara Penggugat dengan Tergugat terjadi hubungan perjanjian utang-piutang. 
Akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum membayar hutangnya kepada 
Penggugat sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 
Ketiga, Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perkara Wanprestasi 
Dalam Perjanjian Utang-Piutang Antara Debitur dengan Kreditur Serta Akibat 
Hukum Atas Putusan Tersebut. Mengenai prestasi bagi pihak Tergugat, seperti 
11 
 
telah dinyatakan di atas bahwa telah terbukti sampai saat ini Tergugat belum 
membayar kepada Penggugat atas uang biaya cetak buku-buku LKS beberapa 
mata pelajaran untuk sekolah dengan nilai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus 
lima puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian telah terbukti pihak Tergugat 
belum melaksanakan prestasi dalam usaha kerja sama atau proyek tersebut. Oleh 
karena telah terbukti pihak Tergugat belum melaksanakan prestasinya, maka 
pihak Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. 
Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil, 
dengan ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) 
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan menurut hukum 
Tergugat mempunyai hutang berupa kekurangan pembelian kertas dan ongkos 
cetak LKS kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh 
juta rupiah); 3) Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan 
wanprestasi; 4) Menghukum Tergugat untuk melunasi hutang berupa kekurangan 
pembelian kertas dan ongkos cetak LKS sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus 
lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sekaligus dan seketika; 5) Menghukum 
Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6% per tahun dari 
hutang yang berupa kekurangan pembelian kertas dan ongkos cetak LKS sebesar 
Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dihitung sejak putusan 
tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap; 6) Menghukum Tergugat untuk 
membayar biaya yang timbul dalam perkara. 
4.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat menyampaikan 
beberapa saran yaitu antara lain: 
Pertama, untuk Penggugat, sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan 
hubungan hukum kerjasama dengan pihak lain. Kreditur harus bisa menilai 
kemampuan pihak yang akan bekerjasama tersebut. Agar dalam pelaksanaan 




Kedua, untuk Tergugat diharapkan dalam setiap melakukan perjanjian 
kerjasama agar selalu beriktikad baik dalam menjalankannya perjanjian tersebut. 
jangan sampai melakukan ingkar janjia (wanprestasi). 
Ketiga, untuk Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan 
mengadili perkara gugatan wanprestasi, diharapkan harus cermat dan teliti dalam 
memeriksa perkara tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan 
Majelis Hakim dapat melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil 
gugatannya atau tidak. Jika memang Penggugat tidak dapat membuktikan dalil 
gugatannya maka Majelis Hakim tidak akan mengabulkan gugatan yang diajukan 
oleh Penggugat. 
Keempat, Untuk masyarakat secara umum diharapkan untuk selalu 
bijaksana dan bertanggung jawab dalam setiap melakukan suatu hubungan hukum 
dengan pihak lain. Agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat 
perbuatan ingkar janji dalam suatu hubungan hukum tersebut. 
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